Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s

15
% 4
-
W

PUTUSAN
NOMOR __/Pdt.G/2014/PA Sgr.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama lIslam, pendidikan SMA, pekerjaan
karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai

Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama lIslam, pendidikan SMA, pekerjaan
pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2014 telah
mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Singaraja, dengan Nomor __/Pdt.G/2014/PA Sgr., tanggal 03 Juni 2014,
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,
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sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/09/X1/2011, tanggal 14

Nopember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 2 tahun dan selama
dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai
anak;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus—menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

3.1. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat
tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

3.2. Tergugat jarang berada di rumah kadang seminggu tidak pulang dan
setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat kemana Tergugat
pergi Tergugat marah-marah;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Desember 2013
disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah dan
kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat
meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten
Buleleng dan hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 5 bulan,
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat
tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat sendiri tinggal di
rumah orang tua Penggugat serta selama itu pula Tergugat tidak pernah
memberi naftkah Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian

oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
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7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat
dan memilih bercerai;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat

dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan
mediator DONI BURHAN EFENDI, S.H.I, sebagaimana laporan mediator
tanggal 8 Juli 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan
jawaban karena pada persidangan tahap jawab menjawab dan sidang-sidang
selanjutnya tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh wakil/kuasanya

untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buleleng Provinsi Bali atas
nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK: 5108015505900002 tanggal
07-07-2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti
P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng
Nomor : 202/09/X1/2011 Tanggal 14 Nopember 2011, bermeterai cukup

dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI |, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan
Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, kenal dengan
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun
2011 dan saat pernikahan tersebut saksi hadir;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah saksi (orang tua Penggugat);
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai
anak;

- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2013 lalu
keduanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, Tergugat juga tidak
bertanggung jawab terhadap Penggugat dimana Tergugat kadang
diberi nafkah dan kalaupun diberi hanya sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) dan kadang pula Rp. 20.000,- (dua puluh ribu)
dan itu pun tidak tiap hari;

- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama lebih dari setengah tahun yang lalu hingga kini tidak pernah
bersatu lagi dimana yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Tergugat dimana Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya
di Kabupaten Buleleng sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah
orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai akan
tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI Il umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Kandung Penggugat, kenal dengan
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun

2011 dan saat pernikahan tersebut saksi hadir sebagai wali;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah saksi (orang tua Penggugat);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai
anak;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 lalu keduanya mulai tidak
harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, bahkan kadang
seminggu tidak pernah pulang tanpa alasan yang jelas. Tergugat
juga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dimana Tergugat
kadang diberi nafkah dan kalaupun diberi hanya sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kadang pula Rp. 20.000,- (dua
puluh ribu) dan itu pun tidak tiap hari diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama lebih dari setengah tahun yang lalu hingga kini tidak pernah
bersatu lagi dimana yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Tergugat dimana Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya
di Kabupaten Buleleng sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah
orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap

dengan gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 dan 7 PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan
Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator bernama DONI BURHAN
EFENDI, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13
Nopember 2011;

2. Sejak pertengahan 2013 antara keduanya telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberi
nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang berada di rumah kadang
seminggu tidak pulang dan setiap Penggugat menanyakan kepada
Tergugat malah marah-marah;

3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 Desember
2013 hingga sekarang;

4. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat tidak membantah
nya karena Tergugat sejak tahap persidangan jawab menjawab sampai akhir

proses persidangan tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Penggugat) yang merupakan
akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan bukti P.1 tentang
kediaman Penggugat, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara
Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan relatif

Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti
bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng,
dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Singaraja
berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan
Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

pokok perkara sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
menikah secara Hukum Islam pada tanggal 13 Nopember 2011, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam
pada tanggal 13 Nopember 2011 dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak pertengahan 2013 disebabkan Tergugat tidak
mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dan Tergugat jarang berada di rumah;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih

dari setengah tahun;
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4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk

hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan

berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat
dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang
diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada

gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak
mungkin lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan
rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan
perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
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Ketuhanan Yang Maha Esa) dan al-Quran Surat al-Rum ayat 21 sebagai

berikut:
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Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari
jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan
ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling
mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang
demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang

yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 290 yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :
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Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan
isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami
isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,

maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu
alasan perceraian dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai
suami istri; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
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tangga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian

tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan
satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa
bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilang
sungkan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 10 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami LUTFI MUSLIH, S.Ag., MA. sebagai
Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAMLI, SH. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA

LUTFI MUSLIH, S.Ag., MA.
JAM
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ADI, Lc.,
M.E.I

2. NUR
AMALIA
HIKMAWA
TI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

RAMLI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Proses :Rp. 60.000,-

3. Panggilan : Rp. 420.000,-

4. Redaksi :Rp. 5.000,-

5. Meterai :Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)
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